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Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang 

diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja  Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2024 dapat terwujud. Rencana Kerja 

Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2024 

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan 

penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 

2023-2026. 

 

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten 

Kulon Tahun 2024.  

 

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur 

kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan menjadi pedoman bagi 

Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menyusun program dan kegiatan 

tahun 2024. 
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1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan 

Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, 

maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten 

Kulon Progo.  Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini akan digunakan 

sebagai bahan masukan dan arahan (guidelines) dalam Forum Organisasi  

Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

dan Urusan Pertanahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo. 

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah 

dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan  

tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan  

pembangunan daerah, penyusunan Renja yang  

mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

tahun 2023 - 2026 dan RPD 2023-2026. 

Nomenklatur kegiatan dalam rencana kerja (renja), selain mengacu 

kepada Matrik RPD 2023-2026 juga harus mengacu kepada Permendagri 59 

Tahun 2007 maupun Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Sehingga diharapkan 

dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten 

Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penjaringan 

usulan kegiatan untuk tahun 2024 pada urusan Penataan Ruang dan urusan 

Pertanahan sebagai bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 maupun Pengajuan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, yang 

merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024. 

 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan 

penganggaran OPD adalah sebagai berikut: 

1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 

Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan 

Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);  

2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104); 

3). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 

4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  

5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

6). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

59);  

7). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan  Standar Pelayanan Minimal; 
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8). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

9). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

10). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembar Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10; 

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pemvbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

13). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2023-2026; 

14). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;  

15). Peraturan  Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8; 

16). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2015; 

17). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1); 
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18). Peraturan  Daerah Kabupaten Kulon Progo  Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan  Daerah Kabupaten Kulon Progo  Nomor 14 Tahun 

2016 tentang  Pembentukan dan  Susunan  Perangkat  Daerah. (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 76); 

19). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 

Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 

Nomor 13).  

20). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 – 

2026; 

21). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); 

22). Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemetaan, 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, 

dan DAK TA 2023; 

23). Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai pedoman dan 

arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan 

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 

2024 dalam urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta lintas urusan dan 

lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. 

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 adalah : 

1. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan 

Pertanahan dan Penataan Ruang; 
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2. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja 

yang harus dicapai pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026; 

3. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam 

proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan 

Pertanahan dan Penataan Ruang, serta urusan lain yang terkait; 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika bahasan dari Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon 

Progo 2024, terdiri dari : 

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud 

dan tujuan, dan Sistematika Penulisan; 

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Tahun Lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap 

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Penelaahan usulan program dan 

kegiatan masyarakat; 

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berisi Telaahan terhadap Kebijakan 

Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan 

Program Kegiatan; 

Bab IV 

 

Bab V 

: 

 

: 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan 

Kegiatan Perangkat Daerah; 

Penutup 
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2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Lalu 

sampai dengan triwulan II Tahun 2023  dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang.  

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  

sampai dengan triwulan II Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran 

adalah sebagai berikut : 

 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran 

yang direncanakan; 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan   

Daerah 

5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Rencana Rinci 

Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis kasultanan dan kadipaten 

d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

1. Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam daerah kabupaten/Kota 

e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk 

Pembangunan  

1. Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TW.II TAHUN 2023 
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f. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan 

Maksimum dan Tanah Absentee 

1. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian 

Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

g. Program Penatagunaan Tanah 

 1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah 

Kabupaten/Kota 

h. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan 

1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 

 

Kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023, 

mengacu pada APBD tahun 2023 yang sudah disahkan sesuai dengan rencana. 

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelakasanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat daerah 

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau 

realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana dan dapat 

diselesaikan. 

Dari 8 (Delapan) program dengan 15 kegiatan, 26 Sub Kegiatan secara 

umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%. 

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan 

perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 

18,13% merupakan capaian realisasi keuangan yang belum cukup optimal (s.d 

Juni). 

Capaian indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 

2023 sebesar 13,89 % dari target 57,01 % (atau 24, 36 %). 

Capaian Indikator Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang 

pada tahun 2023 sebesar 25 % dari target 78,39 % (atau 31,89 %). 

Capaian Indikator Kinerja Program Penatagunaan Tanah pada tahun 2023 

sebesar 14,21 % dari target 15,14 % (atau 93,86 %). 
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Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan triwulan II tahun 2023 

disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut: 

 
Tabel T-C.29.
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Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak 

terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. 

Adanya sistem MonevKu dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program 

kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu 

sertifikasi tanah membutuhkan waktu dalam proses di BPN serta adanya keterbatasan Kuantitas 

pegawai serta belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah, 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo yang pada kondisi tahun 2023 dalam 

proses usulan ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci 

Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut : 

a. Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang Pada tahun 2023 sebesar 88,55% Dengan target 

88,55%, maka prosentase capaian sebesar 100 %. 

Permasalahan :  

1) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya. 

2) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan terkait pembangunan 

infrastruktur terkait pembangunan Rencana Jalan TOL, Rencana Jalan JOR, Jalan Bedah Menoreh, 

Rencana Wates Baru, Pembangkit Listrik, Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi dan Bandara 

Kulon Progo. 

 

Solusi 

1) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pelayanan 

perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang. 

2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang. 
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b. Prosentase Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa 

yang sudah terdaftar di BPN 

Untuk tahun 2023  jumlah tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa 

yang sudah terdaftar di BPN  tercapai 57,95 % dari target 67,33 % seluruh jumlah bidang tanah 

kasultanan, kadipaten dan tanah kas desa yang belum bersertifikat dari target 366 tersisa 100 

bidang terealisasi  266 bidang. Sedangkan jumlah target 2023 untuk Persentase tanah 

Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN sebesar 15,14 % terealisasi 14,21 % sehingga 

pencapaian realisasi dengan target yaitu 16,97 %   

Target pencapaian pada tahun 2023 dapat tercapai dengan adanya program PTSL 

(Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap) dari pemerintah pusat. 

1. Permasalahan  

a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas 

tanah.   

b) Tidak lengkapnya dokumen – dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses 

sertifikasi tanah 

2. Solusi 

a) Sosialisasi kepada masyarakat 

b) Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah 

c. Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 

 

 Untuk tahun 2023 rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 

pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 100 %. 

 

Permasalahan  

a) Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia .   

1.  Solusi 

a) Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN. 
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    Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut 

Perangkat Daerah dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut: 

 

 Tabel T-C.30. 

 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

 Kabupaten Kulon Progo 

N
O 

Indikator 
SPM/standa
r nasional 

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan 
Analisis Tahu

n 
Tahu

n 
Tahu

n 
Tahu

n 
Tahu

n 
 Tahun Tahun Tahun 

2026 
(thn 
n+2 

2023 2024 2025 2026 2023  2024 2025 

    
(s/d 

TW II) 
 (tnn n) 

(thn 
n+1 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9  -11 -12 -13 -14 

                          

1. 

Persentase 

kesesuaian 

pemanfaatan 

ruang 

    88,55 88,6 88,65 88,7 88,5  88,6 88,65 88,7   

                           

2. 

Persentase 

tanah 

Pemerintah 

Daerah, tanah 

Kasultanan, 

tanah 

Kadipaten dan 

tanah Desa 

yang sudah 

didaftarkan di 

BPN 

    39,91 42,58 45,26 47,93 11,43  42,58 

 

 45,26 

 

 

 47,93 

 

  

                           

            

 

  

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi 

Dinas yaitu penyelenggaraan dalam pertanahan dan penataan ruang terdapat beberapa isu-

isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi 

Kabupaten Kulon Progo pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam 

Pemerintah Daerah  DIY yang sedang berkembang. Adapun Isu-isu tersebut antara lain : 

1). Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, 

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan 

perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.  

2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara 
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untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan 

penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus 

dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan 

(pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . Disamping itu 

pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih 

dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah - 

kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan 

dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-

beda. 

3). Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 

ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaftif dan akuntabel 

dan penjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, 

diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah 

dan ruang untuk sebesar -besarnya bagi kemakmuran rakyat.  

4). Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 

5). Ditetapkannya Undang-undang keistimewaan dan Perdais tentang Pertanahan. 

 
2.4.    Reviu terhadap Rancangan  Awal RKPD Tahun 2024 

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja 

Perangkat Daerah tahun 2024. Telah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat 

daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.  

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan 

antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara 

efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara 

optimal. 

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya 

untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang 

dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. 

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis 

kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan 

pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan. 
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Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat 

pada Tabel T-C.31  berikut ini : 
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 Tabel T-C.31. 

Review terhadap Ranwal RKPD tahun 2024 

Kabupaten Kulon Progo* 

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 
            

  

  
                      

  

Ranwal RKPD 2024 Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

No 

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja 
Target 
capaian 

Pagu 

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian 

Kebutuhan 

  
indikatif 

(Rp.000) 

Dana 

(Rp.000) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

1 

Pelaksanaan Persetujuan 
Substansi, Evaluasi, Konsultasi 
Evaluasi dan Penetapan RRTR 
Kabupaten/Kota 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen 
Persetujuan Substansi 
Evaluasi dan Penetapan 
RRTR Kabupaten/Kota 

1 dokumen        53.600 
Pelaksanaan Persetujuan 
Substansi RTRW 
Kabupaten/Kota 

Kulon 
Progo 

Jumlah surat persetujuan 
substansi RTRW 
Kabupaten/Kota 

3 dokumen    371.661   

2 
Penetapan Kebijakan dalam 
Rangka Pelaksanaan Penataan 
Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Perda/Perkada selain RTRW 
Kabupaten/Kota 

1 dokumen      110.700  
Penetapan Kebijakan dalam 
Rangka Pelaksanaan Penataan 
Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Perda/Perkada selain RTRW 
Kabupaten/Kota 

1 dokumen  155.730   

3 

Sosialisasi Kebijakan dan 
Peraturan Perundang- 
undangan Bidang Penataan 
Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen 
Sosialisasi Kebijakan dan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang Penataan 
ruang 

1 dokumen       57.700  

Sosialisasi Peraturan 
Perundang- undangan dan 
pedoman Bidang Penataan 
Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah pemangku kepentingan 
yang mengikuti kegiatan 
sosialisasi 

114 Orang 192.470   
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4 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemanfaatan Ruang untuk 
Investasi dan Pembangunan 
Daerah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Rekomendasi KKPR 
333 
dokumen 

    197.400  
Pelaksanaan Persetujuan 
Kesesuaiaan Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah layanan persetujuan 
KKPR 

333 layanan     337.803   

5 
Koordinasi   dan   Sinkronisasi   
Penertiban   dan Penegakan 
Hukum bidang Penataan Ruang 

Kulon 

Progo 
Jumlah KRK 

370 

dokumen 
129.000 

Pengawasan kinerja 
pemenuhan standar teknis 
kawasan 

Kulon 

Progo 

Dokumen hasil penilaian 
kinerja pemenuhan standar 
teknis kawasan 

370 dokumen     107.900   

6 
Koordinasi Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

1 dokumen     106.400  Penilaian Perwujudan RTR 
Kulon 
Progo 

Jumlah dokumen tekstual dan 
spasial hasil Penilaian 

Perwujudan RTR 

1 dokumen     150.000   

7 

Operasionalisasi Tugas dan 
Fungsi Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) Bidang Penataan 
Ruang 

Kulon 
Progo 

Persentase Penanganan 
Indikasi Pelanggaran 
Pemanfaatan Ruang 

100 %     56.000  

Operasionalisasi Tugas dan 
Fungsi Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) Bidang Penataan 
Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah kasus yang Ditangani 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Bidang Penataan Ruang 

5 kasus     56.204   

8 
Sistem Informasi Penataan 

Ruang 

Kulon 

Progo 

Persentase Pengelolaan 
Database Pertanahan dan 
Tata Ruang 

50%     229.100  
Sistem Informasi dan 

komunikasi Penataan Ruang 

Kulon 

Progo 

Jumlah sistem informasi dan 

komunikasi penataan ruang 
3 Dokumen     250.000   

9 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Laporan     41.300  
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kulon 
Progo 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket     45.180  

10 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

12 
Laporan 

    102.100  
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

1 Laporan     121.554   

 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 Laporan     70.374   

11 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 
dokumen 

      61.400  
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 dokumen       88.277   
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12 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kulon 
Progo 

Terlaksananya Rapat-rapat, 
konsultasi dan koordinasi 

1 laporan       74.500  

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

1 laporan 55.330  

13 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

2 dokumen          6.100  
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 dokumen          18.000   

14 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD 

14 
Dokumen 

      6.900  

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD 

14 Dokumen       35.061   

15 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

21 
Laporan 

      6.700  
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

21 Laporan       11.282   

16 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit     102.800  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

2 Unit     119.650   

17 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

28 Unit     106.400  
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

14 Unit     24.811   

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Kulon 
Progo 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

15 Unit     176.682  

18 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Kabupaten/Kota 

Kulon 
Progo 

Persentase tanah 
Pemerintah Daerah yang 
didaftarkan di BPN 

15,75 %     646.300  
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Kabupaten/Kota 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Sinkronisasi Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

550 Dokumen     440.360   
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19 
Inventarisasi   Subyek   dan   
Obyek   Redistribusi Tanah 

Kulon 
Progo 

Persentase ketersediaan 

dokumen inventarisasi 
tanah Pemda 

100 % 186.520 
Inventarisasi   Subyek   dan   
Obyek   Redistribusi Tanah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Data Inventarisasi 
Subyek Penerima Redistribusi 
Tanah dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

3 Dokumen 70.159  

20 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan 
Tanah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan 
Tanah dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

1 Laporan 305.500 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan 
Tanah 

Kulon 
Progo 

Jumlah Laporan Koordinasi 
dan Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah dalam 1 
(satu) Kabupaten/Kota 

100 Laporan 272.030  

21 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan Tanah 
untuk Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kulon 
Progo 

Persentase pembayaran 

sewa tanah desa untuk 
pembangunan 

100% 10.233.010 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan Tanah 
untuk Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Sinkronisasi Penyelesaian 
Masalah Ganti Kerugian dan 
Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah 

398 Dokumen 1.811.269  

22 
Mediasi Penyelesaian Sengketa 
Tanah Garapan dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota. 

Kulon 
Progo 

Persentase penyelesaian 
permasalahan pertanahan 

100% 57.600 
Mediasi Penyelesaian Sengketa 
Tanah Garapan dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota. 

Kulon 
Progo 

Jumlah Berita Acara Hasil 
Mediasi Penyelesaian Kasus 
Sengketa dan Konflik Tanah 
Garapan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

10 Berita Acara 66.165  

23 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

12 Unit     112.500  
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

12 Unit 0  

24 
Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

1 Unit     387.200  
Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan lainnya 

Kulon 
Progo 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

1 Unit 0  

25 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Kulon 
Progo 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

6 Orang       63.800  
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Kulon 
Progo 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

6 Orang 0  

26 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Kulon 
Progo 

Jumlah Orang yang 
menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

29 OB  3.292.560  
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Kulon 
Progo 

Jumlah Orang yang menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

34 OB  2.318.124  

27 

Penyusunan Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan 
Satuan Ruang Strategis 
kasutanan dan Kadipaten 

Kulon 
Progo 

Persentase dokumen 
perencanaan SRS 
Kasultanan dan Kadipaten 
yang menjadi Keputusan 
Bupati 

50%     185.300  

Penyusunan Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan 
Satuan Ruang Strategis 
kasutanan dan Kadipaten 

Kulon 
Progo 

Persentase dokumen 
perencanaan SRS Kasultanan 
dan Kadipaten yang menjadi 
Keputusan Bupati 

50% 0  
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28 
Perencanaan Program/Kegiatan 
Urusan Tata Ruang 

Kulon 
Progo 

Persentase dokumen 
perencanaan SRS 
Kasultanan dan Kadipaten 

yang menjadi Keputusan 
Bupati 

50%     638.400  
Perencanaan Program/Kegiatan 
Urusan Tata Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Program/Kegiatan Urusan Tata 

Ruang 

2 Dokumen 
    
1.174.314  

 

 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen Pengawasan 

Penyelenggaraan Penataan 
Ruang 

2 Dokumen     210.679   

29 
Penatausahaan Tanah 
Kasultanan dan Tanah 
Kadipaten 

Kulon 
Progo 

Persentase bidang tanah 
Kasultanan dan tanah 
Kadipaten yang sudah 
didaftarkan di BPN 

39,39 %  2.015.600  
Penatausahaan Tanah 
Kasultanan dan Tanah 
Kadipaten 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Tanah 
Kasultanan dan Tanah 
Kadipaten dalam rangka 
Pengembangan Kebudayaan, 
Kepentingan Sosial, dan 
Kesejahteraan Masyarakat 

8 Dokumen  1.971.750   

30 
Pengawasan Tanah 
Kasultanan,Tanah Kadipaten 
dan Tanah Desa 

Kulon 
Progo 

Jumlah dokumen 
Pengawasan Tanah 
Kasultanan,Tanah 
Kadipaten dan Tanah Desa 

1 
Dokumen 

115.300 
Pengawasan Tanah 
Kasultanan,Tanah Kadipaten 
dan Tanah Desa 

Kulon 
Progo 

Jumlah dokumen Pengawasan 
Tanah Kasultanan,Tanah 
Kadipaten dan Tanah Desa 

30 Dokumen 120.000  

31 

Penyiapan Bahan 
Pertimbangan Teknis Izin 
Penggunaan Tanah Kasultanan 
dan Kadipaten 

Kulon 
Progo 

Persentase penerbitan 
rekomendasi pemanfaatan 
Tanah Kasultanan, Tanah 
Kadipaten dan Tanah Desa 

100%     100.000  

Penyiapan Bahan 
Pertimbangan Teknis Izin 
Penggunaan Tanah Kasultanan 
dan Kadipaten 

Kulon 
Progo 

Jumlah Dokumen 
Pertimbangan Teknis Ijin 
Penggunaan Tanah Kasultanan 
dan Kadipaten 

20 Dokumen     100.000   

32 

Penanganan Keberatan dan 
Sengketa Pertanahan Tanah 
Kasultanan, Tanah Kadipaten 
dan Tanah Desa 

Kulon 
Progo 

Jumlah Berita Acara 
Penyelesaian Penanganan 
Keberatan dan Sengketa 
Pertanahan Tanah 
Kasultanan, Tanah 
Kadipaten dan Tanah Desa 

3 Berita 
Acara 

    189.400  

Penanganan Keberatan dan 
Sengketa Pertanahan Tanah 
Kasultanan, Tanah Kadipaten 
dan Tanah Desa 

Kulon 
Progo 

Jumlah Berita Acara 
Penyelesaian Penanganan 
Keberatan dan Sengketa 
Pertanahan Tanah Kasultanan, 
Tanah Kadipaten dan Tanah 
Desa 

3 Berita Acara     214.000   

33 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Pelaksanaan Kegiatan 
Keistimewaan Urusan 
Pertanahan 

Kulon 
Progo 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Pelaksanaan Kegiatan 
Urusan Keistimewaan 
(Pertanahan) 

3 Unit       30.000  

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Pelaksanaan Kegiatan 
Keistimewaan Urusan 
Pertanahan 

Kulon 
Progo 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Pelaksanaan 
Kegiatan Urusan Keistimewaan 
(Pertanahan) 

3 Unit 0  

TOTAL 18.962.122  11.156.826  
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2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 
 

Forum Perangkat Daerah Urusan Pertanahan, Penataan Ruang, Pekerjaan 

Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup merupakan salah satu bagian dari 

proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk 

pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024. Forum Gabungan 

Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) 

pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui 

Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder 

yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah untuk tahun anggaran 2024. 

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan 

usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPD 

2023-2026, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari reviu capaian 

kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPD. Dari 

proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang 

merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang 

ada seperti  program dan kegiatan yang ada di matrik RPD, batasan pagu dan 

juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah. 

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan 

Pertanahan dan Penataan Ruang ini masih membutuhkan banyak 

penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala 

keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi 

stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam 

pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih 

terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 

2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini: 
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Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kabupaten Kulon Progo 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

 
     

No 
Program/Ke

giatan 
Lokasi 

Indikator Besaran/ 
Catatan 

Kinerja Volume 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

1 

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

Jangkaran 
Sertifikasi Tanah 
PAG di Jangkaran 

 Koefisien : 
Anggaran : 
100.000.000 

DPTR KP, siap 
memfasilitasi sertifikat 
tanah PAG yang terkena 
dampak proyek 
pembangunan daerah. 

2 

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

Janten 
Sertifikasi jalan 
Desa (Janten) 

 Koefisien : 
Anggaran : 
90.000.000 

DPTR KP, siap 
memfasilitasi sertifikat 
jalan Desa yang terkena 
dampak proyek 
pembangunan daerah. 

3 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Penggunaan 
Tanah 

Desa 
Hargomulyo 
KOKAP 

Sertifikasi Tanah 
Kas Desa 
Hargomulyo KOKAP 

Koefisien : 10 
bidang  
Anggaran : 
25.000.000 

DPTR KP, siap 
memfasilitasi 
pengurangan luas 
sertifikat tanah kas desa 
yang terkena dampak 
proyek pembangunan 
daerah. 

4 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Penggunaan 
Tanah 

Desa Kalirejo 
KOKAP 

Sertifikasi Tanah 
Milik Masyarakat 
Desa Kalirejo 
KOKAP 

Koefisien : 
100 bidang  
Anggaran : 
250.000.000 

DPTR KP, siap 
memfasilitasi 
pengurangan luas 
sertifikat tanah 
masyarakat  yang terkena 
dampak proyek 
pembangunan daerah. 
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3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional meliputi tujuan dibidang agraria dan tata 

ruang umum skala nasional serta sasaran strategis nasional 

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki 

tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat 

2. Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional tahun 2015-2019, dirumuskan sebagai berikut :  

1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang 

adil dan berkelanjutan; 

2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;  

3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan 

perkara). 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan 

Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Kulon Progo 2005-

2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 juga berdasarkan pada analisis 

terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026.  

Dokumen RPD 2023-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD DIY 2005-

2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan 

menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ini. Pembangunan 

jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kulon Progo 

yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di 

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.  

Adapun detil dan tahapan sasaran pokok dan penekanannya sebagaimana berikut ini:  

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Tahap Keempat (2020-2024) Sasaran Pokok 

Penekanan Tahap Keempat Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo asri dan lestari. 

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati 

dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus 

mempertahankan nilai tambah dan daya saing masyarakat serta meningkatkan modal 

pembangunan daerah pada masa yang akan datang.  

Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan 

dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi 

konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari  

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
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Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan 

menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2023-

2026 adalah :  

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;  

2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya; 

3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan.  

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan  

5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.  

 

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok 

pembangunan:  

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;  

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;  

3. Meningkatnya prestasi generasi muda;  

4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;  

5. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;  

6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;  

7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;  

8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;  

9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.  

10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang 

responsif dan akuntabel; dan  

11. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif 

 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung tujuan pembangunan daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan Tahun 2023-2026 yang ke-3 yaitu: Terwujudnya pembangunan 

kawasan berkelanjutan. Mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran 

pokok pembangunan dengan Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang 

 

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tujuan 

dan sasaran rancangan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2024 

adalah sebagai berikut:  
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Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2024 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET 
KINERJA 
SASARAN 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatnya 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 

Meningkatnya kinerja 
layanan pertanahan 
 

Persentase Tanah 
Pemerintah Daerah, 
tanah Kasultanan, 
tanah Kadipaten dan 
tanah Desa yang sudah 
didaftarkan di BPN 

42,58 

 Meningkatnya 
kesesuaian pemanfaatan 
ruang  
 

Persentase Kesesuaian 
Pemanfaatan Ruang 

88,60 
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3.1. Program dan Kegiatan 

Secara umum Sasaran  Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 

dijabarkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2024  ini. Rencana Kerja Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang  Tahun 2024 dengan 6 Program dari APBD dan 2 

Program dari DAIS (Dana Keistimewaan Yogyakarta) sebagai berikut : 

Program Kegiatan Sub Kegiatan 
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Penetapan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Rinci Tata Ruang (RRTR) 
Kab/Kota 

Pelaksanaan Persetujuan 
Substansi, Evaluasi, Konsultasi 
Evaluasi dan Penetapan RRTR 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Penetapan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Rinci Tata Ruang (RRTR) 
Kab/Kota 

Penetapan Kebijakan dalam 
Rangka Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Penetapan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Rinci Tata Ruang (RRTR) 
Kab/Kota 

Sosialisasi Kebijakan dan 
Peraturan Perundang- undangan 
Bidang Penataan Ruang 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemanfataan Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemanfaatan Ruang untuk 
Investasi dan Pembangunan 
Daerah 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemanfataan Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Sistem Informasi Penataan Ruang 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Pemanfataan 
Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi   dan   Sinkronisasi   
Penertiban   dan 
Penegakan Hukum bidang 
Penataan Ruang 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Pemanfataan 
Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

Operasional Tugas dan Fungsi 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Bidang Penataan Ruang 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Pemanfataan 
Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi Pelaksanaan Penataan 
Ruang 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  

PERANGKAT DAERAH 
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PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Administrasi Umum  Perangkat 
Daerah 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Pengadaan barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Pengadaan barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

PROGRAM 
PENATAGUNAAN 
TANAH 

Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PENATAGUNAAN 
TANAH 

Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan Tanah 

PROGRAM 
REDISTRIBUSI 
TANAH, SERTA 
GANTI 

Penetapan Subyek dan Obyek 
Redistribusi Tanah serta      
Ganti  Kerugian  Tanah  
Kelebihan Maksimum   dan 

Inventarisasi   Subyek   dan   
Obyek   Redistribusi 
Tanah 
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KERUGIAN    
PROGRAM    TANAH    
KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN 
TANAH ABSENTEE 

Tanah Absentee dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PENYELESAIAN 
GANTI KERUGIAN 
DAN SANTUNAN 
TANAH UNTUK 
PEMBANGUNAN 

Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan Tanah 
untuk Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan Tanah 
untuk Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH 
GARAPAN 

Penyelesaian Sengketa Tanah 
Garapan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Mediasi Penyelesaian Sengketa 
Tanah Garapan dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota. 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN TATA 
RUANG 

Perencanaan Tata Ruang Satuan 
Ruang Strategis Kasultanan dan 
Kadipaten 

Penyusunan Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan 
Satuan Ruang Strategis 
Kasultanan dan Kadipaten 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN TATA 
RUANG 

Perencanaan Tata Ruang Satuan 
Ruang Strategis Kasultanan dan 
Kadipaten 

Perencanaan Program/Kegiatan 
Urusan Tata Ruang 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN 
PERTANAHAN 

Pengelolaan Tanah Kasultanan 
dan Kadipaten 

Penatausahaan tanah Kasultanan 
dan Kadipaten 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN 
PERTANAHAN 

Pemanfaatan Tanah Kasultanan 
dan Kadipaten 

Penyiapan Bahan Pertimbangan 
Teknis Izin Penggunaan Tanah 
Kasultanan dan Kadipaten 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN 
PERTANAHAN 

Pemanfaatan Tanah Kasultanan 
dan Kadipaten 

Penanganan Keberatan dan 
Sengketa Pertanahan Tanah 
Kasultanan, Tanah Kadipaten dan 
Tanah Desa 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN 
PERTANAHAN 

Sarana dan Prasarana 
Keistimewaan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan 
Keistimewaan Urusan 
Pertanahan 



27 

 

 



28 

 



29 

 

 
 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 


